
 
 

 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

NOMOR  2  TAHUN 2012 
  

TENTANG  
 

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN 
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di 

masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, 

untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam 

rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih 

menjamin perkembangan dan kepastian berusaha; 

 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,  Pemerintah Daerah 

mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang 

perindustrian; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang 

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

 



  2.  Undang - Undang  Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan   

Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – 

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang 

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 

Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 1821); 

  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3214); 
 

  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3274); 
 

  5. Undang - Undang  Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4033); 

  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah  beberapa kali  terakhir dengan Undang 
– Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  7. Undang - Undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4724); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
 
 
 
 
 
 
 



  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha 
Industri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3596); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 
4987);  
  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman,  
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
 

  17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang 
Penyederhanaan Izin Usaha Industri; 
 

  18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran  

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D   

Nomor 01); 

  19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun  

2010 Nomor 7); 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG   IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN 
PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 

  
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

    
 1. Kota  adalah Kota Pangkalpinang. 

 
 

 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang. 
 

 3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 
 

 

 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kota Pangkalpinang. 
 

 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Kota Pangkalpinang. 
 

 6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang. 
 

 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 
baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan 
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industri. 
 

 8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan 
dengan cabang industri atau jenis industri. 
 

 9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di 
bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, 
atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. 
 

 10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri 
khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 
 

 11. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan 
merupakan bagian dari jenis industri. 
 

 12. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi 
melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. 
 

 13. Izin Usaha Industri yang disingkat IUI, Tanda Daftar Industri disingkat TDI 
adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh pengusaha industri yang lokasi 
usahanya di Kota Pangkalpinang. 
 

 14. Kawasan Industri adalah kawasan pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan 
dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin 
Kawasan Industri. 

  
  

 
 



BAB II 
KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  

DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 
 

Pasal 2 
 
 

 (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri 
(IUI), kecuali bagi Industri Kecil. 
 

 (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda 
Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI. 
 

 (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 
sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau tertutup dengan 
persyaratan untuk penanaman modal. 
 

 (4) Seluruh pemberian Izin Usaha Industri dilakukan melalui persetujuan 
prinsip. 
 

 (5) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dikeluarkan oleh Walikota atau 
pejabat yang ditunjuk, berlaku selama usaha industri masih berjalan dan 
wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan 
usaha dan hasil produksinya kepada Walikota melalui Dinas Perindagkop 
dan UMKM Kota Pangkalpinang setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
 

 (6) Setiap perluasan usaha industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % 
(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib 
memiliki izin perluasan. 
 

 (7) Untuk memperoleh IUI/TDI dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), setiap orang atau badan hukum harus 
mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu. 
 

 (8) Syarat-syarat dan tatacara mengajukan permohonan sebagaimana 
dimaksud ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota. 

  
 
 

Pasal 3 
 
 

 (1) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dapat dicabut atau batal demi 
hukum apabila : 

a. memperoleh IUI/TDI secara tidak sah. 
b. tidak melakukan kegiatan usaha industri yang telah ditentukan. 

  c. melakukan kegiatan usaha industri yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 (2) Pemberian  IUI/TDI dapat ditangguhkan apabila pemohon atau pemilik izin 
sedang dalam pemeriksaan Kepolisian/Kejaksaan dan Pengadilan karena 
didakwa mengganggu kepentingan umum. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
 

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 

  
 

Pasal 4 
 

 (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai 
investasi perusahaan sampai dengan Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat usaha, tidak wajib 
memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki  oleh perusahaan yang 
bersangkutan. 

 
 (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai 

investasi perusahaan diatas Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI. 
 

 (3) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai 
investasi perusahaan diatas  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan  tempat usaha, wajib memperoleh IUI. 

 
 (4) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri dapat 

menambah kapasitas produksi sebesar 30 % (tiga puluh persen) diatas 
kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin 
perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum 
dalam IUI yang dimiliki. 

 
  

 
 
 

BAB IV 
 

KEWENANGAN 
 
 

 Pasal 5 
 

 (1) Walikota berwenang : 
a. penerbitan/penolakan izin 
b. penetapan/penerapan sanksi administrasi. 

 
 (2) Walikota berwenang menerbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan 

Tanda Daftar Industri sampai dengan nilai investasi perusahaan Rp. 
10.000.000.000,-. (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan. 
 

 (3) Semua jenis industri   dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 
500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 
10.000.000.000,-. (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Prinsip. 
 

 
 

(4) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat )(2) dan ayat 
(3) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 
 

 (5) Kewenangan menerbitkan Izin Prinsip, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan 
dalam kawasan industri diterbitkan oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
 

MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI, 
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 

  
 

Pasal 6 
 
 

  Masa berlaku Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri  
selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi. 
 

  
 
 

BAB VI 
 

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR IZIN 

 
  

Pasal 7 
 

 (1) Setiap pemegang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar 
Industri, wajib mematuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai pemegang 
izin. 
 

 (2) Kewajiban bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1), 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
 

   
 

 BAB VII 
 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

  
Pasal 8 

 
 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengawasan usaha 

indutri dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM bersama dengan instansi terkait lainnya. 
 

 (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
 
 
 

   
 BAB VIII 

 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

  
Pasal  9 

 
 

 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 



 (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin 
Perluasan dan TDI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lebih lengkap dan jelas; 
 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan 
dan TDI; 
 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana  di bidang IUI, Izin 
Perluasan dan TDI; 
 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut 
 

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidik tindak pidana di bidang  IUI, Izin Perluasan dan TDI; 
 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
 

h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang IUI, Izin perluasan dan TDI;. 
 

i. Memanggil seseorang  untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi; 
 

j. Menghentikan penyidikan; 
 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI  menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; 

 

 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



 BAB IX 
 

KETENTUAN PIDANA 

  
Pasal 10 

 
 

 (1). Setiap orang atau Badan Hukum  yang karena kesengajaan atau karena 
kelalaiannya  melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  Pasal 2  ayat 
(1), (2), (4),  (5) dan (6),  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh  juta 
rupiah). 

   
 (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
   
   

 
  

 
BAB X 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 Pasal 11 

 
  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri 
Kota Pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   
 
 

Pasal 12 
 
 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Pangkalpinang. 

   
 
  

 

 
 
Ditetapkan      di  Pangkalpinang 
pada tanggal  19   Maret  2012 

 
                                                       WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 
 

 
 
                                                             H. ZULKARNAIN KARIM 

Diundangkan di   Pangkalpinang 
pada tanggal  19 Maret 2012    
 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG, 
 
 
 

H. HARDI 
     
 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 02 
 
  


